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BAB V 

PENUTUP  

5.1  Kesimpulan  

 Setelah dilakukannya Penelitian tentang Dampak Politik Hukum Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 71/ Puu-Xiv/ 2016 Terhadap Proses Pemilihan Kepala 

Daerah Di Gorontalo. Adapun yang menjadi kesimpulan di dalam penelitian ini 

adalah : 

 Putusan Nomor 71/PUU-XIV/2016 tersebut sangat jauh dari tujuan MK di 

dalam menjaga marwah berdemokrasi. MK yang seharusnya menjadi pengawal 

konstitusi telah memberikan ruang terbuka yang sangat tidak konsisten dengan 

meloloskannya seorang terpidana untuk mengikuti kontestasi pemilihan kepala 

daerah. Harusnya putusan MK mampu menjaga jiwa berdemokrasi yang sehat dan 

jauh dari tindakan yang tercela karena putusan tersebut sangat bertentengan dengan 

pasal 7 Ayat (2) UU No 10 tahun 2016  menyebutkan bahwa syarat pencalonan ialah 

bukan “terpidana”. Belum lagi, MK hanya melihat sisi normatif dari pembatasan hak 

politik pemohon tanpa mempertimbangkan bagaimana hak kolektif masyarakat yang 

menginginkan pemimpin yang baik dan tidak cacat secara hukum dan prosedur 

Pemilihan Kepala Daerah. Dampak politik hukumyg ditimbulkan dari putusan 

tersebut telah menderai sistem demokrasi dan akan melahirkan pemimpin yang tidak 

sesuai dengan syarat utama dalam pemilihan kepala daerah. 

1. Politik hukum yang digunakan oleh MK sangat jauh dari harapan dan cita-

cita hukum yang sebenarnya, produk hukum yang di dasari oleh keinginan 
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politisi ternyata tidak bisa dimaknai lain oleh MK. MK seakan mengamini 

kebijakan hukum DPR yang terlalu politis dan tendensius untuk 

kepentingan sesaat. Maka dalam batas nalar peneliti menyampaikan, 

bahwa keputusan yang tertuang dalam putusan tersebut sangat jauh dari 

harapan perbaikan proses berdemokrasi yang sehat di negara Indonesia. 

5.2  Saran  

1. Perlu peninjauan kembali atas putusan Nomor 71/PUU-XIV/2016, 

Politik Hukum yang digunakan oleh MK terlalu jauh dari harapan 

untuk mengawal demokrasi. Akibat dari putusan tersebut sangat 

bernuansa politik, akibatnya dengan putusan tersebut tidak lagi melihat 

sisi positif dari penegakan Hukum di Indonesia. 

2. Nuansa kepentingan politik terlalu mendominasi di dalam putusan 

tersebut. akibatnya tujuan MK dalam menjaga demokrasi tidak 

terpenuhi. Sekiranya penting untuk MK agar bisa menjalankan tugas 

dan fungsinya sebagai pengawal Konstitusi dan Demokrasi yang ada di 

Negara Ini. 
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